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SALIITAN

b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor : 9lO/1867/$J Tanggal 17 April
2Ol7 tentang Implementasi Transaksi Non T\rnai pada
Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang menyatakan bahwa
paling lama daerah telah menerapkan pada tanggal 1 Januari
2018;

c. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan dan
pertanggungiawaban atas pelaksanaan kegiatan, maka perlu
ditetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 35
Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan 5g$agaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Bupati Nomor 35 tahun 2014 tentang Sistem
dan Prosedur Pengelolaan Keuangaa Daerah Kabupaten
Bengkulu Utara.
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BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPA"I NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KABUPATEN BENGKULU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKULU UTARA,

Menimbang a. bahwa dalam rangka perbaikan . Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara,
perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu
Utara Nomor 35 Tahun 2O14 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkulu
Utara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Bengkulu Utara Nomor 35 Tahun 2O14 tentang Sistem
dan Prosedur Pengelolaa-n Keuangan Daerah Kabupaten
Bengkulu Utara;
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Mengingat I Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang
Pemben(ukan Daerah Otonom Kabupaten-I(abupaten Dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1O91);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3
Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Irmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (l-mbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tanbahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang Dana
Perimbanqan (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
20O5 Nomor 137, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4O2l);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OOS tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO5 Nomor l4O, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2O06 tentang Pelaporan
Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Iembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 123, Tanbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (Irmbaran Negara Republik Indonesia
Ta.hun 2OLO Nomor 123, Tambahan Iembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5156);
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